BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR | TAHUN 2018

TENTANG
BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), PENGISIAN KEMBALI UANG
PERSEDIAAN (GU) DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG
PERSEDIAAN (TU) SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : a.

Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan

Bupati Mempawah;

Mengingat : 1.
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor

Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);

bahwa dalam rangka mengimplementasikan Pasal
201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21
Tahun 2011, perlu menetapkan Batas Jumlah Uang
Persediaan (UP), Pengisian kembali Uang Persediaan
(GU) dan batas penarikan tambahan uang persediaan
(TU) serta Mekanisme pembayaran atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

D
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
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Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 51595) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014
tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak
Menjadi  Kabupaten Mempawah Di  Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 5556);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5
Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan’
Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran
Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah
Tahun 2017 Nomor );



17. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 9
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017
Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG BATAS

JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), PENGISIAN
KEMBALI UANG PERSEDIAAN (GU) DAN BATAS
PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU)
SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Mempawah;

Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom:;
Bupati adalah Bupati Mempawah;

Uang Persediaan (UP) adalah Uang muka kerja yang bersifat pengisian
kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung;

Ganti Uang Persediaan (GU) adalah Pengganti uang persediaan yang
tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;

Tambahan Uang Persediaan (TU) adalah Tambahan uang persediaan
guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak
dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
Pembayaran Langsung (LS) adalah Pembayaran langsung kepada
pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah
kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima,
peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya
disiapkan oleh PPTK.



Pasal 2

Sistem Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Mempawah melalui :

a. Pembayaran Langsung (LS);

b. Uang Persediaan (UP);

BAB II

JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)

Pasal 3

(1) Pemerintah Kabupaten Mempawah menetapkan Batas Jumlah Uang
Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2018.

(2) Jumlah Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2018
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

(3) Pelaksanaan pembayaran dengan Uang Persediaan (UP) dilaksanakan
secara non tunai diatur secara tersendiri dengan peraturan bupati.

Pasal 4

Pengisian kembali uang persediaan atau ganti uang persediaan (GU)
dapat diberikan apabila Uang Persediaan telah terserap sekurang-

kurangnya 60% dari jumlah yang ditetapkan.
Pasal 5

(1) Besaran tambahan uang persediaan (TU) dapat diberikan setinggi-
tingginya sama dengan jumlah uang persediaan yang ditetapkan
untuk masing-masing SKPD.

(2) Apabila kebutuhan tambahan uang persediaan (TU) melebihi jumlah
yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan
persetujuan tertulis Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan
keuangan.



BAB III

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

: . -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pen.guncIlDaar;%Zh
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Kabupaten Mempawah. n

Ditetapkan di Mc_a_mpawah
pada tanggal |2-! 2018

BUPATI ﬁLIEMPAWAH ’

Diundangka

pada tanggql ... NJ.. 7. ..
SEKRETARIS (AERAH KABUPATEN MEMPAWAH . \mjr —
M S—
] RIA NORSAN
MOCHRIZAL

BERITA DA ‘"""3 KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN .08 nowoRr ... e



_AMPIRAN  PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR I TAHUN 2018
TANGGAL - 2 -~ I — 2018 /
TENTANG  : BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIAAN (GU) DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAANATU) SERTA MEKANISME
. PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2018
BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2018
Halaman : 1
TAKSIRAN BELANJA
NO UNIT KERJA TOTAL BELANJA TOT“'ﬁﬁ'éAS';‘;&T'DAK T°I£h§§bﬁ§“'“ YANG DIBAYARKAN TA':“;%“A:Z&E;:‘E'; i
MELALUI UP
1 2 3 4 5 6 7
1 [DINAS PENDIDIVAN PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Rp 265.847.844 649,00 | Rp 245422 803.343,00 | Rp 21.425.041.300,00 | Rp 5.417.909.501,00 | Rp 500.000.000.00
2 |DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA Rp 82.953.492.398.00 | Rp 34.628.048.923,00 | Rp 48.335.443475,00 | Rp 13.187.090.475,00 | Rp §00.000.000.00
3 |rsuUD D RUSINI Rp 56.886.127.012,00 | Rp 22.727.692.012,00 | Rp 34.158.435.000,00 | Rp 3.283.974.000,00 | Rp 250.000.000,00
4 |DINAS PEKERJAAN UMUNM DAN PENATASN RUANG Rp 135.424.645.271,00 | Rp 6.177.642.271,00 | Rp 129.247.003.000,00 | Rp 2.151.333.000,00 | Rp 180.000.060.00
5 |DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN Rp 30613.937.693.00 | Rp 2.462.740.093,00 | Rp 28.151.197.800,00 | Rp 960.565.300,00 | Rp £5.000.000,00
6 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Rp 5.770.441.462,00 | Rp 4.552.884.862,00 | Rp 1.177.556.500,00 | Rp 790.504.000,00 | Rp 70.000.000.00
7 |BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Rp 2.689.168.342,00 | Rp 1.648.426.342,00 | Rp 1,040.742.000,00 | Rp 853.944.500,00 | Rp 75.000.000,00
g [DNAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Rp 7.503.579.855,00 | Rp 3.119.041.155,00 | Rp 4.384.538.700,00 | Rp 2.298.308.700,00 | Rp 185.000.000,00
) ¢ |DINAS VEPENDUDUYAN DAN PENCATATAN SIPIL Rp 4.333.827.612,00 | Rp 2.013.290.862,00 | Rp 2.370.536.750,00 | Rp 1.395.939.250,00 | Rp 120.000.000,00
10 |DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Rp 28.313.931.737,00 | Rp 5.102.279.787,00 | Rp 23.211.651.950,00 | Rp 7.117.818.700,00 | Rp 565.000.000.00
11 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIRA Rp 3621.737.742.00 | Rp 1.668.859.442,00 | Rp 1.952.878.300,2C | Rp 1.362.038.300,00 | Rp 115.000.000,00
12 DINAS PENANANAN MODAL, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU Rp 3895.986.543,00 | Rp 2.371.890.893,00 | Rp 1,525.095.650,00 | Rp 986.395.650,00 | Rp 85.000.000,00
13 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Rp 3832553.315.00 | Rp 2419.378.615,00 | Rp 1.413.174.700,00 | Rp 965.742.700,00 | Rp 85.000.000,00
14 |DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Rp 25.005.564.294,00 | Rp 15.645.335.844,00 | Rp 9.361.228.450,00 | Rp 3.459.778.100,00 | Rp 300.000.000,00
15 |DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA Rp 8.090.484.233,00 | Rp 4.465.585.233,00 | Rp 3.624.899.000,00 | Rp 1.904.614.000,00 | Rp 160.000.000,00
16 |SEKRETARIAT DAERAH Rp 28.418.271.962,00 | Rp 8.118.156.852,00 | Rp 20.300.115.100,00 | Rp 9.129.088.100,00 | Rp 800.000.000.00
17 |SEARETARIAT DPRD Rp 28.932.483.674,00 | Rp 15.661.833.174,00 | Rp 13.270.656.500,00 | Rp 9.592.931.500,00 | Rp §00.000.000,00
18 |INPEKTORAT DAERAH KASUPATEN Rp 4.684.927.733,00 | Rp 2.488.552.233,00 | Rp 2.196.365.500,00 | Rp 2.016.093.000.00 | Rp 170.000.000,00
19 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Rp 7.111.813.079,00 | Rp 2.668.485079,00 | Rp 4.443.328.000,00 | Rp 3.657.153.000,00 | Rp 300.000.000,00
20 |BADAN PENGELOLL KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rp 217.067.018.712,00 | Rp 211.615.152.712.00 | Rp 5.451.865.000,00 | Rp 3.760.695.300,00 | Rp 350.000.000,00
2 Zig::';i:g??}‘-"”ﬁ"Di"RETR'BUS' _ Rp 7.191634.333,00 | Rp 4.861903.335.00 | Rp 2.329.731.000,00 | Rp 1.250.838500,00 | Rp 110.000.000.00
EPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMEER DAYA MANUSIA Rp 11.719.556.070,00 | Rp 3.267.431570,00 | Rp 8.452.124.500,00 | Rp 5.311.674.500,00 | Rp 445.000.000.00
JUMLAH | Rp §.590.000.000,00
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Halaman : 2
TAKSIRAN BELANJA
TOTAL BELANJA TIDAK|  TOTAL BELANJA PAGU UP DEFINITIF
YANG DIBAYA
NO UNITECRLA TOTAL BELANJA LANGSUNG LANGSUNG RKAN |1 AHUN ANGGARAN 2018
MELALUI UP
1 2 3 ) 5 5 -
KECAMATAN
T TKECAMATAN MEMPAWAH HILIR Rp 4.607.646.113,00 | Rp 3560.134.113.00 | Rp 1.047.712.000,00 | Rp 1.008.952.000.00 | Ro 25.000000,00
7 [KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR Rp 3.319.993.901,00 | Rp 2.545541.101,00 | Rp 774.452.800,00 | Rp 730.272.800,00 | Rp £5.000.000,00
3 [KECAMATAN SUNGAI KUNYIT Re 2.059.891471.00 | Rp 1516.374.171,00 | Rp 543.517.300,00 | Rp 519.547.30000 | Ro 35.000.000,00
2 |KECAMATAN SUNGAI PINYUH Rp 2.679.949.423,00 | Rp 2.155126.723.00 | Rp 72482270000 | Rp 834.762.700,00 | Rp 50.000.080.00
5 [KECAMATAN ANJONGAN Rp 2.525637.110.00 | Rp 1898.164.410,00 | Rp 627.452.700.00 | Rp 538697 700,00 | Rp 50.000.000,00
& |KECAMATAN TOHO Rp 1731.158.218,00 | Rp 1225.316.318,00 | Rp 505 840.900,00 | Rp 481.870.900.00 | Rp 30.000.000,00
7 |KECAMATAN SADANIANG Ro 1484.726572,00 | Rp 1.038.561.172,00 | Rp 445.165.400,00 | Rp I 435.165.400,00 | Rp 40.000.000,00
8 |KECAMATAN SEGEDONG Rp 1.656.095.021,00 | Rp 1.181944.621,00 | Rp 476.150.400,00 | Rp 452615.400,00 | Rp 20000.000,00
3 [KECAMATAN SIANTAN Rp 1.957.806.951,00 | Rp 1484.336.851,00 | Rp 473.470.100,00 | Rp 448.195.100,00 | Rp 30.000.000,00
JUMLAH Ro 465.000.000,00
¥ P 055.000.000,
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